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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah. Lebih 
lanjut akan dianalisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dalam periode tahun 2012-2013. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 64 kabupaten dan 21 kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat. Sampel di Provinsi Jawa Timur sebanyak 25 kabupaten dan 8 
kota, pada Provinsi Jawa Tengah terdapat 27 kabupaten dan 6 kota sampel di 
Provinsi Jawa Barat 12 kabupaten dan 7 kota. Alat analisis yang digunakan adalah 
regresi berganda. 
Hasil menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 
Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan hipotesis kelima 
menunjukkan bahwa terdapat flypaper effect pada Belanja Pemerintah di Provinsi 
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, hal ini terjadi karena pengaruh DAU 
terhadap Belanja Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh PAD 
terhadap Belanja Daerah. 
 
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),  
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), 










A. Latar Belakang Masalah 
Dalam Undang-Undang (UU) No.32/2004 disebutkan bahwa untuk 
pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah (PEMDA), Pemerintah Pusat akan 
mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), 
Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) 
yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan 
tersebut, Pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan.  
Pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana 
utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang 
oleh pemerintah daerah dilaporkan dan diperhitungan dalam APBD. Tujuan 
transfer adalah mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan 
fiskal antar pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik 
minimum di seluruh negeri (Simanjutak dalam Sidik et al, 2002) 
Fenomena flypaper effect merupakan suatu kondisi yang terjadi saat 
pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana 
perimbangan yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kepentingan belanja 
daerah daripada menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fenomena 
flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan 
belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu 
sendiri (Turnbull, 1992 
Permasalahan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terlalu 
menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja daerah dan 
pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Disaat alokasi 
DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada 
periode berikutnya dana DAU yang diperoleh tetap. Menurut Ndadari dan Adi 
(2008) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi 
dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Kuncoro 
(2004) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja 
pemerintah daerah paling besar 20%. Kenyataan inilah yang menimbulkan 
perilaku asimetris pada pemerintah daerah. Untuk melihat apakah terjadi indikasi 
in efisien pada dana transfer tersebut, dapat dilihat dari respon pengeluaran 
pemerintah yang lebih dikenal dengan teori Flypaper Effect. Respon disini 
merupakan suatu tanggapan langsung dari Pemda dalam menyingkapi transfer 
dana dalam bentuk dana perimbangan khususnya DAU yang diwujudkan pada 
anggaran belanja daerah. Ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap 
transfer, maka disebut dengan flypaper effect (Oates, 1999:1129). 
Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan penelitian dengan judul 
“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA 
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH SERTA ANALISIS 
FLYPAPER EFFECT (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 
Tahun 2012-2013) “ 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1.) Apakah PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap Belanja 
Pemerintahan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Jawa Barat ? 
2.) Apakah terjadi flypaper effect pada pengaruh DAU dan PAD terhadap 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Jawa Barat ? 
 
C. Tujuan Masalah 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai : 
1.) Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Belanja  Pemerintahan di 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat  
2.) Kemungkinan terjadinya flypaper effect pada Belanja Daerah di     




A. Landasan Teori  
2.1.1  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan dengan 
peraturan daerah (PERDA). Dengan demikian APBD kabupaten / kota berarti 
rencana keuangan seperti dimaksud yang disetujui bersama antara Bupati / 
Walikota dengan DPRD kabupaten / kota. Struktur APBD kabupaten / kota 
merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah 
dan pembiayaan daerah. 
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua 
penerimaan/pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah seperti 
hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 
pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. 
2.1.3 Dana Perimbangan (Grants) 
Menurut Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dimaksud 
dengan perimbangan  keuangan Pusat dan Daerah adalah suatu sistem 
pembiayaan dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian 
keuangan pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan proporsional, 
demokratis, adil dan transparan yang memperhatikan potensi, kondisi dan 
kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan 
serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelola 
dan pengawasan keuangan. 
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1. Dana Alokasi Umum (DAU) 
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi 
Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 
daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaaksanaan 
desentralisasi. 
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana 
Alokasi Khusus  adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai 
kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi 
prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. 
3. Dana Bagi Hasil (DBH) 
Menurut Undang-Undang Nomor 33b Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Kauangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Bagi Hasil  
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 
kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil 
berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
2.1.4   Belanja Daerah 
Mardiasmo (2002) mendefinisikan Belanja daerah sebagai semua 
pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran tertentu yang 
menjadi beban daerah. Belanja daerah dipergunakan oleh provinsi dan 
kabupaten/kota guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang 
menjadi kewenangan pemerintah dalam suatu bagian atau bidang tertentu 
pada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang telah ditetapkan. 
2.1.5  Flypaper Effect 
Menurut Maimunah (2006), flypaper effect merupakan suatu 
kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih 
banyak/boros dengan menggunakan dana transfer (grants) yang 
diproksikan dengan DAU (Dana Alokasi Umum) daripada menggunakan 
kemampuan sendiri, diproksikan dengan (PAD) Pendapatan Asli Daerah. 
Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer 
akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada 




A. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal. Desain asosiatif kausal 
merupakan penelitian yang dimaksudkan  untuk mengukur hubungan-hubungan 
antar variabel riset atau berguna untuk menganalisis bagaimana variabel 
mempengaruhi variabel lain (Umar, 2013). Penelitian ini menggunakan dua 
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variabel yaitu variabel independen/variabel yang mempengaruhi dan variabel 
dependen/variabel yang dipengaruhi. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan 
adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus dan Dana Bagi Hasil yang merupakan variabel bebas (variabel 
independen) terhadap Belanja Daerah yang merupakan variabel terikat (variabel 
dependen). Selain itu untuk membuktikan apakah terjadi flypaper effect pada 
Belanja Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan cara menguji variabel-variabel 
penelitian melalui pembentukan model analisis dengan prosedur statistik 
kemudian diambil intrepetasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi dalam 
penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat pada tahun 2012-2013. 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2005). Pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling  yaitu sampel yang dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik 
dengan kriteria sampel yang ditentukan. Sampel penelitian diambil dengan kriteria 
sebagai berikut : 
1. Kabupaten/Kota yang mempublikasikan laporan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) tahunan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan 
Pemerintah Daerah Tahun 2012 dan 2013. 
2. Kabupaten/Kota yang mencantumkan data mengenai PAD, DAU, DAK dan 
DBH pada laporan realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian ini. “Data sekunder 
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 
melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 
pada umumnya menggunakan buku, catatan atau laporan historis yang telah 
tersusun dalam arsip (data dokumenter ) dipublikasikan dan tidak dipublikasikan 
(Indriantoro dan Supomo, 2002 : 147). 
Data diperoleh dari laporan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, yakni data PAD, DAU, DAK, 
DBH dan total Belanja Daerah yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan 
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah 
(www.djpkpd.go.id) 
 
D. Definisi Operasional Variabel  
Variabel terikat (dependent variabel) dalam penelitian ini adalah Belanja 
Daerah dan variabel bebas (Independent variabel) adalah Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.  
1. Variabel Terikat (dependent variabel) 
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat  karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2006). Variabel 
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dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Rumus yang digunakan 
untuk mengitung belanja daerah : 
 
 
2. Variabel Bebas (independent variabel) 
Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya 
atau berubahnya variabel dependen/variabel terikat (Sugiyono, 2001). 
Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  





b. Dana Alokasi Umum (DAU) 
Rumus untuk menghitung DAU : 
 
 
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 
 Rumus yang digunakan untuk menghitung DAK : 
   
Dimana : PU APBD = penerimaan umum APBD (PAD+DAU+(DBH-
DBHDR) 
d. Dana Bagi Hasil (DBH) 
Rumus yang digunakan untuk menghitung DBH : 
 
 
E. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis statistik model analisis regresi berganda (multiple regression). Peneliti 
melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian 
hipotesis.  
 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian  
Penelitian ini didesain untuk memberikan bukti secara empiris adanya 
pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana 
bagi hasil dan kemungkinan terjadinya Flypaper Effect pada Belanja Daerah 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat pada tahun 
DAU =  Alokasi  Dasar + Celah Fiskal 
DBH = DBH Pajak + DBH Bukan Pajak 
Belanja Daerah = Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung 
PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan 
daerah   yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah 
DAK = PU APBD – Belanja Pegawai Daerah 
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2012-2013. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 64 
kabupaten dan 21 kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. 
Sampel di Provinsi Jawa Timur sebanyak 25 kabupaten dan 8 kota, pada Provinsi 
Jawa Tengah terdapat 27 kabupaten dan 6 kota sampel di Provinsi Jawa Barat 12 
kabupaten dan 7 kota. Data penelitian sebanyak 85, data didapatkan dari laporan 
realisasi APBD tahun 2012 dan 2013 yang seluruhnya menyampaikan laporan 
kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah, yang 
mencantumkan data PAD, DAU, DAK, DBH dan Belanja Daerah. 
 
B. Deskripsi Data 
Dalam hal penelitian ini difokuskan pada kabupaten/kota yaitu di provinsi 
Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari populasi yang berjumlah 85 
Kabupaten/kota, diambil sampel dengan menggunakan taknik puposive sampling 
yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 
(Sugiyono,2007). Adapun kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini 
adalah kabupaten/kota yang mengeluarkan laporan realisasi APBD selama periode 
tahun 2012-2013 dengan format  SAP yang dipublikasikan dalam situs 
www.djpk.depkeu.go.id.    
Tabel 4.1 
Penentuan Jumlah Sampel 
Populasi Sebanyak 100 
Yang Tidak Mempublikasikan (15) 
 85 
Yang Laporannya tidak lengkap (PAD,DAU,DAK,DBH) (0) 
Total sampel pertahun 85 
 
Total sampel tahun 2012-2013 170 
Data yang di outlier  (30) 
Total sampel setelah di outlier   140 
Berikut adalah hasil analisis deskriptif yang dapat dilihat pada tabel 4.2 : 
Tabel 4.2 
   Statistik Deskriptif 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BELANJA 170 435188.56 5052191.58 1469587.0900 756030.61681 
PAD 170 38794.06 2791580.05 229188.5434 339576.81840 
DAU 170 281851.25 1887770.11 819339.6944 297842.86539 
DAK 170 424.10 1197315.06 71018.0627 93576.29355 
DBH 170 24609.56 584651.31 100420.3968            87156.94175 
Valid N (listwise) 170     





C. Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji 
statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah 
uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil 
Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data 
residual terdistribusi dengan normal. Setelah dilakukan pengolahan 
dengan menggunakan bantuan program SPSS 17.0 for windows maka di 
peroleh hasil berikut : 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Normalitas 
Variabel Kolmogrov-Smirnov ρ-value Keterangan 
Unstandardized 
Residual 0,504 0,961 Sebaran data normal 
   Sumber : Data yang diolah, 2014 
Pada tabel 4.3 dapat dilihat intrepetasi hasil uji normalitas dengan 
menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil uji One-
Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan angka 0,504 dengan 
tingkat probabilitas 0,961 di atas nilai signifikan 0,05 maka dapat 
dikatakan berdistribusi normal. 
b. Uji Multikolonieritas  
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) 
antara yang satu dengan lainnya. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari 
(1) nilai tolerance dan lawannya (2) Varience Inflation Factor (VIF). jika 
besaran VIF < 10 dan Tolerance > 0,10 maka tidak terjadi 
multikolinearitas. Berdasarkan hasil analisis diketahui hasil uji 
multikolineritas dapat ditampilkan dalam tabel berikut : 
 
    Tabel 4.4 
   Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel 
Collinearity Statistics  
Kesimpulan Tolerance VIF 
 PAD 0,722 1,385 Tidak terjadi multikolineritas 
DAU 0,685 1,459 Tidak terjadi multikolineritas 
DAK 0,872 1,147 Tidak terjadi multikolineritas 
DBH 0,711 1,406 Tidak terjadi multikolineritas 
a. Dependent Variable: BELANJA  
           Sumber : Data yang diolah, 2014  
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Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas pada tabel 4.3 
diatas, dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance 
lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 dari setiap independennya. 
Untuk itu maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolonieritas 
antar variabel independen dalam model regresi.  
c. Uji Autokorelasi  
Model regresi yang baik tidak memiliki autokorelasi. Autokorelasi 
adalah terjadinya korelasi antar data dalam suatu variabel. Untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya suatu autokorelasi dapat digunakan statistik 
uji Durbin-Watson (DW). Kriteria atau batasan terjaadinya autokorelasi 
menurut Singgih Santoso (2000) yaitu sebagai berikut: 
1. Nilai DW lebih kecil dari (-2) berarti ada autokorelasi positif 
2. Nilai DW diantara (-2) sampai (+2) berarti tidak ada autokorelasi 
3. Nilai DW lebih besar dari (+2) berarti ada autokorelasi negatif 
Berdasarkan hasil analisis diketahui hasil uji autokorelasi dapat 
ditampilkan dalam tabel berikut : 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 0,994a 0,988 0,988 75739.97802 1,998 
a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU 
b. Dependent Variable: BELANJA 
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa nilai 
statistik DW 1,998 berada diantara (-2) sampai dengan (+2) maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi  
d. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam 
penelitian ini menggunakan teknik Uji Glejser. Apabila sig variabel 
independen terhadap variabel dependen abs_res di atas 0,05 maka 
disimpulkan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan 
hasil analisis diketahui hasil uji autokorelasi dapat ditampilkan dalam tabel 
berikut : 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Heterokedastisitas 
Variabel  Sig. Α Keterangan 
PAD 0,716 0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
DAU  0,275 0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
DAK 0,373 0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
DBH  0,291 0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
  Sumber : Data yang diolah, 2014 
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Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa semua nilai sig. 
lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi masalah 
heterokedastisitas pada model regresi. 
2. Analisis Regresi Linier berganda  
Untuk membuktikan hipotesis yang telah ditentukan dalam 
penelitian ini digunakan n uji regresi linear berganda. Hasil dari uji ini akan 
menunjukkan apakah ada pengaruh antara pendapatan asli daerah  (PAD), 
dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil 
(DBH) terhadap belanja daerah. Pengujian ini dilakukan dengan 
menggunakan SPSS 17 for windows dan secara singkat dapat dilihat pada 
tabel berikut :  
Tabel 4.7 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -28679.498 20265.211  -1.415 .159 
PAD 1.130 .023 .557 49.957 .000 
DAU 1.363 .029 .547 47.778 .000 
DAK .039 .068 .006 .567 .572 
DBH .953 .085 .127 11.265 .000 
a. Dependent Variable: BELANJA 
 Dari tabel 4.7 yang merupakan hasil regresi berganda dapat dibuat 
persamaan regresi sebagai : 
BD = α  +  β1PAD + β2DAU + β3DBH + β4DAK + e 
         BD =  -28679,498 + 1,130PAD + 1,363DAU + 0,039DAK + 0,953DBH  
 
3. Uji Hipotesis 
a. Uji t 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel PAD, 
DAU, DAK dan DBH berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja 
Daerah. Uji T dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. 
Variabel independen dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen apabila nilai sig (p-value) di bawah 5%. Hasil uji t dapat dilihat 
dalam tabel 4.8 : 
Tabel 4.8 






1. PAD 49,957 0,000 ± 1,980 H1 diterima 
2. DAU 47.778 0,000 ± 1,980 H2 diterima 
3. DAK 0,567 0,572 ± 1,980 H3 ditolak 
4. DBH 11.265 0,000 ± 1,980 H4 diterima 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat diuraikan pengaruh tiap-tiap variabel 
independen terhadap variabel dependen sebagai berikut : 
a.) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 49,957 
yang nilainya lebih besar dari (ttabel ± 1,980) dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 berarti berada pada daerah 
penolakan Ho, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 diterima 
kebenarannya, artinya bahwa secara statistik ada pengaruh positif 
dan signifikan antara PAD terhadap belanja daerah. 
b.) Dana Alokasi Umum (DAU) 
Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 47.778  
yang nilainya lebih besar dari (ttabel ± 1,980) dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 berarti berada pada daerah 
penolakan Ho, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H2 diterima 
kebenarannya, artinya bahwa secara statistik ada pengaruh positif 
dan signifikan antara DAU terhadap belanja daerah. 
c.) Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 0,567 
yang nilainya lebih kecil dari (ttabel ± 1,980) dengan nilai probabilitas 
sebesar 0,572 > 0,05 berarti berada pada daerah penerimaan Ho, 
sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H3 ditolak  kebenarannya, 
artinya bahwa secara statistik ada pengaruh positif namun tidak 
signifikan antara DAK terhadap belanja daerah  
d.) Dana Bagi Hasil (DBH) 
Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 11.265 
yang nilainya lebih besar dari (ttabel ± 1,980) dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 berarti berada pada daerah 
penolakan Ho, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H2 diterima 
kebenarannya, artinya bahwa secara statistik ada pengaruh positif 
dan signifikan antara DBH terhadap belanja daerah. 
b. Uji F 
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 
secara simultan terhadap perubahan nilai variabel dependen yang dapat 
dijelaskan oleh perubahan nilai semua variabel independen. Uji ini juga 
digunakan untuk mengetahui apakah model regresi fit of goodness atau 
tidak. Apabila Fhitung < Ftabel, Ho diterima yang artinya tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel 
dependen. Sebaliknya, apabila Fhitung > Ftabel, Ho ditolak yang artinya 
terdapat pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 
2011:98) 
Berdasarkan hasil analisis dengan SPSS dapat diketahui nilai uji F seperti 
dapat dilihat pada tabel 4.9 : 
   Tabel 4.9 
  Rekapitulasi Hasil Uji F 
Fhitung Ftabel p-value Keterangan 
2749,256 2,370 0,000 Goodness of fit 
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Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan dengan program SPSS 
tersebut, diperoleh hasil bahwa Fhitung sebesar 2749,256 dan Ftabel ± 2,290. 
Apabila dibandingkan dengan hasil uji Fhitung dengan nilai Ftabel, maka dapat 
dilihat bahwa hasil uji statistik dari distribusi Fhitung lebih besar dari Ftabelnya 
yaitu 2749,256 > 2,290 dengan p-value sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian 
model yang menjelaskan pengaruh pendapatasn asli daerah, dana alokasi umum, 
dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah adalah goodness 
of fit. 
 
c. Uji R² 
Uji R² digunakan untuk mengetahui kontribusi seberapa besar 
pengaruh variabel independen (PAD, DAU, DAK dan DBH) secara 
bersama-sama terhadap nilai belanja daerah dapat diketahui dengan 
menggunakan nilai koefisien determinasi (Adjested R-square). 
Berdasarkan analisis SPSS diperoleh hasil nilai uji R² sebagai berikut : 
Tabel 4.10 
Hasil Uji R² 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .994a .988 .988 75739.97802 
a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU 
  
 Dari perhitungan statistik dapat dilihat bahwa Adjested R-square 
adalah sebesar 0,988 atau 98,80%, artinya bahwa 98,80% variase 
variabel belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten maupun kota 
di wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dapat 
dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, DAK dan DBH, sedangkan sisanya 
yaitu 1,8% dijelaskan oleh variabel lain atau faktor yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 
 
Analisis Flypaper Effect 
Dalam pengujian hipotesis kelima, untuk menentukan apakah terjadi 
flypaper effect maka efek DAU terhadap BD dibandingkan efek PAD 
terhadap BD (pada hipotesis 1 dan 2). Syarat terjadinya flypaper effect 
adalah (1) apabila efek (nilai koefisien) DAU terhadap Belanja Daerah lebih 
besar daripada efek PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau (2) PAD 
tidak signifikan, maka dapat disimpulkan flypaper effect. Berikut adalah 
hasil regresi : 
Tabel 4.11 






t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) -23110.264 27819.711  -.831 .408 
PAD 1.223 .029 .604 42.475 .000 
DAU 1.453 .035 .583 41.037 .000 
a. Dependent Variable: BELANJA 
 
Dari tabel 4.11 diatas, maka persamaan regresinya adalah  
BD = α + β1PAD + β2DAU + e 
BD = -23110.264 + 1,223 PAD + 1,453 DAU + e.  
 
a. Uji t 
Berdasarkan pada tabel 4.11, diperoleh hasil nilai koefisien DAU 
sebesar 1,453 dan nilai koefisien PAD sebesar 1,223 dan keduanya 
signifikan dengan nilai sig. 0,000 < 0,05 untuk DAU dan PAD.  Dengan 
demikian hipotesis kelima yang menyatakan pengaruh DAU terhadap 
Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja 
Daerah diterima. Hal ini berarti telah terjadi flypaper effect  pada Belanja 





Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Hipotesis pertama yaitu H1 yang berbunyi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat diterima.  
2. Hipotesis kedua yaitu H2 yang berbunyi Dana Alokasi Umum (DAU) 
berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat diterima.  
3. Hipotesis ketiga yaitu H3 yang berbunyi Dana Alokasi Khusus (DAK) 
berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat ditolak. 
4. Hipotesis keempat  yaitu H4 yang berbunyi Dana Bagi Hasil (DBH) 
berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat diterima.  
5. Hipotesis kelima yaitu H5 yang berbunyi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota 
di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat mengalami flypaper 
effect diterima.  
 
B. Keterbatasan Penelitian  
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpuln, ada beberapa keterbatasan dalam 
penelitian ini, yaitu : 
1. Dalam penelitian ini, variabel independen yang diteliti berkenaan dengan 
penerimaan daerah kabupaten / kota di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 




2. Data Belanja Daerah  yang diteliti belum memisahkan antara Belanja Tidak 
Langsung (eks belanja rutin / belanja aparatur) dan Belanja Langsung (eks 
belanja pembangunan / pelayanan publik) 
3. Periode pengamatan yang dilakukan peneliti hanya periode dua tahun (2012-
2013 
4.  Penelitian ini hanya dilakukan pada pemerintah Kabupaten/Kota se wilayah 
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat saja 
C. Saran 
1. Dalam kajian penerimaan daerah yang akan datang disamping PAD, DAU, 
DAK dan DBH, agar memasukkan komponen lain – lain penerimaan daerah 
yang sah sebagai variabel penelitian karena merupakan komponen 
pendapatan daerah 
2. Dalam kajian belanja daerah yang akan datang agar diklasifikasi menjadi 
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, agar analisis flypaper effect 
dapat diketahui lebih rinci. 
3. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah periode tahun 
pengamatan sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas 
hasil penelitian tersebut. 
4. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian 
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